
WALIKOTA MOJOKERTO 

PERA TURAN W ALIKOTA MOJOKERTO.· 
NOMOR 13 TAHUN2008 

TENT ANG 

PEDOMAN DAN MEKANISME PELA YANAN UMUM DI 
KANTOR PELA YANAN PERIJINAN TERP ADU KOTA MOJOKERTO 

WALIKOTA MOJOKERTO 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan Pemerintah 
Kota Mojokerto kepada masyarakat ' utamanya dalam 
pelayanan umum di Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu 
Kota Mojokerto agar proses pelayanan perijinannya tidak 
berbelit-belit dan transparan; 

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, maka 
dipandang perlu menetapkan Pedoman dan Mekanisme 
Pelayanan Umum di Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu 
Kota Moj okerto dengan menuangkannya dalam suatu 
Peraturan Walikota Mojokerto. 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam lingkungan 
Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat; 

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib 
Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 
7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang 
Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274); 

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu- 
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3480); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang 
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 12, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699); 



6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3851); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4548); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1987 tentang Ijin 
Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 21, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3352); 

I 0. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4741); 

l l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 
tentang ljin Mendirikan Bangunan dan Ijin Undang- 
Undang bagi Perusahaan Industri; 

12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu; · · · · 

13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 
tentang Pedoman Organisasi dan Tata .Kerja Unit 
Pelayanan Terpadu di daerah; 

14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman 
Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 

15. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 
2005 tentang Pelayanan Publik di Propinsi Jawa Timur; 



Menetapkan 

16. Peraturan Gubemur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2006 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi 

· Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan 
Publik di Propinsi Jawa Timur; .. 

. . . . . 
17. Peraturan Daerah Kota Praja Mojokerto Nomor 10 Tahun 

1961 tentang Mendirikan/Mernperbaiki dan Membongkar 
Bangunan-bangunan; · 

18. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2002 
tentang Retribusi Ijin Gangguan; 

19. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 11 Tahun 2002 
tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan; 

20. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 12 Tahun 2002 
tentang Retribusi Ijin Trayek; 

21. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nornor 15 Tahun 2002 
tentang Retribusi Ijin dalam Bidang Industri, Perdagangan 
dan Penanaman Modal; 

22. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 18 Tahun 2002 
tentang Retribusi Ijin Usaha Rekreasi dan Hiburan 
Um um; 

23. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Pajak Reklame; 

24. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 9 Tahun · 2003 
tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi; 

25. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 18 Tahun 2000 
tentang Ijin Lokasi; 

· 26. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 9 Tahun 2005 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame; 

27. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2008 
tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang 
menjadi kewenangan Pemerintah Kota Mojokerto; 

28. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2008 
tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Mojokerto. 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG 
PEDOMAN DAN MEKANISME PELA YANAN UMUM DI 
KANTOR PELA YANAN PERIJINAN TERPADU KOTA 
MOJOKERTO · 



BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal I 
1. Pelayanan Perijinan Terpadu adalah lembaga struktural 

yang dibentuk oleh Walikota Mojokerto dan diberi tugas 
dan tanggung jawab untuk menerima pendaftaran dan 
memproses permohonan ijin; 

2. Tjin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah ijin yang 
diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi 
atau badan untuk mendirikan suatu bangunan yang 
dimaksudkan agar disain, pelaksanaan pembangunan dan 
bangunan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku, 
sesuai dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), 
Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian 
Bangunan (KKB) yang ditetapkan dan sesuai dengan 
syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan 
tersebut; 

3. Ijin Gangguan adalah pemberian ijin tempat usaha kepada 
orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang dapat 
menirnbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak 
termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh 
Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; 

4. ljin Trayek adalah pemberian ijin kepada orang pribadi 
atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan 
penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek 
tertentu sesuai dengan kewenangannya termasuk Ijin 
Insidentil, Ijin Khusus dan Ijin Operasional; 

5. Ijin Usaha Industri (IUI) adalah ijin usaha yang 
diberlakukan terhadap setiap pendirian perusahaan 
industri; 

6. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SI�.P). adalah surat ijin 
untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan; 

7. Ijin Tanda Daftar Industri (TDI) adalah ijin usaha yang 
berlaku terhadap setiap pendirian industri kecil; 

8. Ijin Tanda Daftar Gudang (TDG) adalah suatu tanda 
pendaftaran yang diberlakukan terhadap setiap pengusaha 
atau perorangan yang memiliki dan atau menguasai 
gudang; 

9. Ijin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum adalah ijin yang 
diberikan pada setiap usaha komersil yang ruang lingkup 
usahanya dan atau kegiatannya meliputi .seni dan olah raga 



yang dimaksudkan untuk memberikan kesegaran jasmani; 
1 O.Ijin Reklame adalah ijin penyelenggaraan reklame yang 

terdiri dari ljin Reklame Terbatas dan ljin Reklame 
lnsidentil; 

11.ljin Usaha Jasa Konstruksi adalah -ijiri yang diberikan oleh 
Pemerintah Daerah atau pejabat yang ditunjuk kepada 
perusahaan jasa konstruksi untuk dapat melak:sanak:an 
kegiatan di bidang jasa konstruksi; 

12.Ijin Lokasi adalah ijin peruntukan penggunaan tanah yang 
wajib dimiliki oleh perusahaan untuk memperoleh tanah 
yang diperlukan dalam rangka penanaman modal, yang 
berlaku pula sebagai ijin pemindahan hak dan 
menggunakan sesuai keperluan usaha dengan batasan. 

BAB II 
JENIS DAN MEKANISME PERIJINAN 

Pasal 2 
(1) Pelayanan umum di Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu 

Kota Mojokerto meliputi 11 (sebelas) jenis pelayanan 
perijinan yang terdiri dari : 
1. ljin Mendirikan Bangunan; 
2. Ijin Gangguan; 
3. Ijin Trayek; 
4. Ijin Usaha Industri; 
5. Surat Ij in U saha Perdagangan; 
6. Ijin Tanda Daftar Industri; 
7. Ijin Tanda Daftar Gudang; 
8. ljin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum; 
9. ljin Reklame; 
l 0. Ijin Usaha Jasa Konstruksi; 
11.ljin Lokasi. 

(2) Mekanisme pelayanan perijinan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I 
Peraturan ini. 

(3) Kewenangan penandatanganan IJm sebagaimana 
dimak:sud pada ayat (1) dilak:ukan oleh Sekretaris Kantor 
Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Mojokerto. 



Pasal 3 

Selain Pelayanan Umum di Kantor Pelayanan Perijinan 
Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, prosedur dan 
tatalaksana perijinannya lebih lanjut akan diatur dengan 
Peraturan Walikota Mojokerto. 

BAB III 
PEDOMAN PELA YANAN 

Pasal 4 

(I) Pedoman Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Perijinan 
Terpadu terdiri : 
a. Dasar Hukum, Persyaratan dan Mekanisme Pelayanan 

Umum di Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota 
Mojokerto. 

b. Biaya/Retribusi Pelayanan Umum di Kantor 
Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Mojokerto. 

c. Standar W aktu penyelesaian pelayanan umum di 
Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Mojokerto. 

(2) Pedoman Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II 
Peraturan ini. 

(3) Besamya biaya/retribusi pelayanan umum sebagaimana 
· dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran III Peraturan ini. 

BAB IV 

KETENTUAN LAIN.-�AIN. 
Pasal 5 

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka Peraturan 
Walikota Mojokerto Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman 
Pelayanan Umum di Kantor Bersama Pelayanan Perijinan 
Satu Atap Kota Mojokerto sepanjang tidak bertentangan 
dengan Peraturan Walikota ini dinyatakan masih berlaku. 



BABY 
PENUTUP 

Pasal 6 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kota Mojokerto. 

Ditetapkan di Mojokerto 

Pada tanggal 10,Juli 2008 

WALIKOTA MOJOKERTO 

ttd. 

ABDULGANISOEHARTONO 

Diundangkan qi Mojokerto 
Pad a tanggal 10 Juli 2008 

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO 

ttd. 

Ir. SUYITNO, M.Si. 
Pembina Utama Muda 

NIP. 080 070 846 

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2008 NOMOR 10/G 

Sali'nan sesual denga:n asllnya 
KEPALA B.AGIAN HUKUM, 

ttd 

PUDJI HARDJONO, SH 
NIP. 19600729· 198503 1 007 



LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO 

NOMOR : 1 3 TAHUN 2008 

TANGGAL : 10 JULI 2008 

MEKANISME PELAY ANAN PERIJINAN 
DIKANTORPELAYANANPERIJINANTERPADU 

KOTA MOJOKERTO 
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